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A. Latar Belakang 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 184/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak 

mempunyai tugas melaksanakan  pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib 

Pajak di  bidang  Pajak  Penghasilan,  Pajak  Pertambahan  Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 

Pajak Tidak Langsung Lainnya,  dan Pajak Bumi dan Bangunan,  dan melaksanakan  penguasaan  

informasi  subjek  dan  objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil 

akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk 

penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). 

LAKIN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Jakarta Tambora dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka 

melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Jenderal Pajak dan sekaligus sebagai alat kendali 

dan pemacu peningkatan kinerja organisasi serta sebagai salah satu alat untuk mendapat masukan 

dari stakeholders demi perbaikan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora. Selain 

untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIN merupakan amanat Peraturan Presiden 

Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja 

(Permenpan Nomor 53/2014), serta Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-

1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024. LAKIN ini juga 

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan 

penggunaan anggaran. 
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B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi  

1. Tugas 

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

184/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP 

Pratama mempunyai tugas melaksanakan  pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum 

Wajib Pajak di  bidang  Pajak  Penghasilan,  Pajak  Pertambahan  Nilai, Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya,  dan Pajak Bumi dan Bangunan,  dan melaksanakan  

penguasaan  informasi  subjek  dan  objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Fungsi 

Dalam Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: 

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak; 

b. penguasaan data dan informasi  subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP; 

c. pelayanan, edukasi, pendaftaran dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak; 

d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; 

e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan; 

g. penyelesaian tindak lanjut pengjuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun 

masyarakat; 

h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan penagihan pajak; 

i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan; 

j. penetapan, penerbitan dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan 

perpajakan; 

k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak; 

l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal; 

m. pemutakhiran basis data perpajakan; 

n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; 

o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; 

p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal; 

q. penatausahaan dan pengelolaan piutan pajak; 

r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; 

s. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan 

t. pelaksanaan administrasi kantor. 
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Kepala Kantor 

Eko Hadiyanto 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 

14 Pemeriksa  

Kepala Seksi 

Pemeriksaan, Penilaian 

dan Penagihan 

Agung Priyo Susanto 

Subbagian Umum dan 

Kepatuhan Internal  

Margono 

Kepala Seksi Pengawasan 

III  

Idris 

1 Bendaharawan 

1 Sekretaris 

6 Pelaksana 

4 Account Representative 

1 Pelaksana 

Kepala Seksi Pelayanan 

Rachmat Setyono 

Kepala Seksi Pengawasan 

I I  

Wan Hazil Faisal  

Kepala Seksi Pengawasan 

V 

Eriyanto 

6 Fungsional 

Penyuluh 

10 Pelaksana 

 

4 Account Representative 

3 Account Representative 

Seksi Penjaminan 

Kualitas Data 

Setya Purwanto 

Kepala Seksi Pengawasan 

I  

Franty Sihombing 

Kepala Seksi Pengawasan 

IV  

Firman Tatariyanto 

2 Pelaksana 

8 Account Representative 

1 Pelaksana 

 

4 Account Representative 

Kepala Seksi Pengawasan 

VI  

Budi Anggoro 

3 Account Representative 

1 Pelaksana 

3. Struktur Organisasi  

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora sesuai dengan Pasal 60 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 

Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut. 

 

 

 

  

Diambil dari data per tanggal 31 Desember 2024 

2 Juru Sita 

2 Pelaksana 
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4. Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia yang terdapat pada Kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Tambora 

diketahui sebagai berikut: 

1. Eselon III : 1 orang 

2. Eselon IV  : 10 orang 

3. Account Representative : 26 orang 

4. Fungsional : 20 orang 

5. Pelaksana : 23 orang 

6. Juru Sita : 2 orang 

7. Bendaharawan : 1 orang 

8. Sekretaris : 1 orang 

Jumlah : 84 orang     

  

Dengan sumber daya manusia yang ada, KPP Pratama Jakarta Tambora senantiasa 

menerapkan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) yang bertujuan untuk 

menciptakan suasana kerja yang inklusif, adil, dan mendukung keragaman di antara pegawai. KPP 

Pratama Jakarta Tambora menjamin keberagaman dalam struktur pegawai di dalam kantor, dengan 

memperhatikan keterwakilan yang adil dari setiap kelompok gender, latar belakang sosial, dan individu 

dengan disabilitas. Berikut disajikan gambar tabel dan diagram batang sumber daya manusia KPP 

Pratama Jakarta Tambora. 

Gambar 1 

Grafik Lingkaran Pegawai KPP Pratama Jakarta Tambora Berdasarkan Jenis 

Kelamin/Gender 

                       

 

C. Sistematika Laporan   

Untuk memudahkan memahami Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Jakarta Tambora Tahun 2024, sistematika penyajian disusun sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

58%

42%

Pria

Wanita
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Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, gambaran singkat sumber 

daya manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora, dan sistematika pelaporan. 

Bab II Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini diuraikan ringkasan dan ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024 yaitu: 

Perencanaan Strategis : Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam 

renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 

2024 

Perencanaan Kinerja : Dalam sub ini menguraikan proses penyusunan serta 

penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 

2024, termasuk penjelasan tentang adendum PK. 

Bab Ill Akuntabilitas Kinerja  

Bagian ini menguraikan tentang: 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada sub bab ini diuraikan pencapaian Sasaran Strategis (SS) yang diukur dari capaian 

lndikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Jakarta Tambora pada tahun 2024, evaluasi 

dan analisis capaian masing-masing IKU. 

B. Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini diuraikan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan 

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian Kinerja. 

Bab IV Penutup 

Menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, 

permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.
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A. Rencana Strategis 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga (Renstra KL) untuk periode lima tahun dan menyusun Rencana Pembangunan 

Tahunan Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) 

untuk periode satu tahun. Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut, Kementerian Keuangan 

telah menyusun Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 yang merupakan penjabaran 

visi dan misi Kementerian Keuangan yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan Kementerian 

Keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2021 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.  

Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) tujuan yang tercantum dalam Rencana 

Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 ï 2024 yang meliputi:  

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;  

2. Penerimaan negara yang optimal;  

3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;  

4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan 

produktif dengan risiko yang terkendali; dan  

5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. 

Perencanaan strategis dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk 

menetapkan strategi serta menentukan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki 

untuk mencapai visi dan misinya. Hal-hal yang ingin diwujudkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam 

periode lima tahunan tertuang dalam Renstra Tahun 2020 ï 2024. Untuk mewujudkan visi dan 

misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan 

menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 ï 2024 yaitu:  
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1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;  

2. Penerimaan negara yang optimal; dan  

3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. 

Secara garis besar, Renstra DJP Tahun 2020 ï 2024 ini berisi pernyataan visi, misi, dan strategi 

untuk lima tahun mendatang. Renstra DJP ini harus menjadi acuan dalam penyusunan peta strategi, 

rencana kerja (renja), serta renstra unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJP. Renstra DJP ini 

juga dapat memberikan gambaran bagi seluruh pegawai dan para stakeholders mengenai tujuan, 

strategi, dan langkah-langkah yang akan dilakukan DJP sampai dengan Tahun 2024. 

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024  

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang 

mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu 

yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan 

memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, 

spesifik dan dapat diukur. 

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan 

UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi 

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai 

dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja DJP merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan 

selaku penerima amanah dari Menteri Keuangan. Proses perencanan kinerja organisasi dilakukan 

dengan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK). PK disusun pada level Kementerian, UPK-One, UPK- 

Two, dan UPK-Three. Komponen PK paling sedikit terdiri dari peta strategi, Indikator Kinerja Utama 

(IKU), rincian anggaran, rincian target kinerja, dan Inisiatif Strategis (IS). 

Perjanjian Kerja atau PK pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan 

tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. 

Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan 

dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan 

berorientasi pada hasil (outcome). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan 

ukuran ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian 

untuk masing-masing indikator. 

Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora 

disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecards (BSC) 

sehingga kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora diukur atas dasar penilaian 

lndikator Kinerja Utama (sebagai cerminan pencapaian output) yang merupakan indikator 

keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian outcome) 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Jakarta Tambora dengan Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat pada tahun 2024. 

Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) 
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Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dana tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah. Sasaran Strategis (SS), lndikator Kinerja Utama 

(IKU) dan Kontrak Kinerja dalam konsep BSC sebangun dengan Sasaran Strategis dan lndikator 

Kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja dalam konsep Permenpan RB Nomor 

53 Tahun 2014. 

Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta 

Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan 

strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora Tahun 2024 

adalah sebagaimana dalam diagram berikut ini: 

 

Peta Strategi KPP Pratama Jakarta Tambora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasikan 

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 19 (sembilan belas) IKU. SS tersebut saling berkaitan 

satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP. Sasaran 

strategis KPP Pratama Jakarta Tambora tahun 2024 yang akan dicapai adalah sebagai berikut. 

1. Penerimaan  negara dari sektor pajak yang optimal 

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif 

5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif 

6. Pengujian kepatuhan material yang efektif 

7. Penegakan hukum yang efektif 

8. Data dan informasi yang berkualitas 

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif 
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10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel 

Dalam sepuluh Sasaran Strategis tersebut telah ditetapkan menjadi 19 (sembilan belas) 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat disajikan dalam tabel berikut. 

 

Perjanjian  Kinerja Tahun 2024  KPP Pratama Jakarta Tambora
































































